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MOTO  
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Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa 

kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”  

(Ridwan Kamil) 
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Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena 

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 

pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, 

pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Didalam Pasal 151 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster 

Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan 

pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Tahapan-tahapan dalam 

penyelesaian perselisihan hubungan kerja, dan merujuk pada putusan Pengadilan 

Hubungan Industrial No. 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm, perselisihan hubungan 

kerja antara para penggugat dengan PT. Borneo Indo Tani (Tergugat) mengenai 

pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Borneo Indo 

Tani membuat Para Penggugat yang merupakan pekerja/serikat buruh dalam 

perusahaan itu tidak terima dan merasa dirugikan sehingga para penggugat 

menindaklanjuti perselisihan ini hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial tanpa 

melewati tahapan-tahapan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. 

Dalam hal ini majelis hakim memutus dengan mengabulkan gugatan Para 

Penggugat untuk sebagian dengan mengesampingkan tahapan-tahapan atau proses 

penyelesaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan penelusuran 

terhadap judul skripsi yang ada pada Ilmu Hukum penulis saat ini mengangkat 

sebuah penelitian yuridis normatif yang berjudul  “Perlindungan Hukum bagi 

pekerja yang di phk sepihak oleh perusahaan (studi kasus putusan no. 10/Pdt.sus-

phi/2022/pn bjm 

, dengan objek kajian yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/PDT.SUS-

PHI/2022.PN. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Universitas Lambung 

Mangkurat pada fakultas hukum khususnya, penelitian dengan topik dan 

permasalahan yang sama yang dilakukan dalam penelitian ini belum pernah ada, 

sehingga penelitian ini asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional 

dan obyektif serta terbuka, semua ini merupakan implikasi etis dari proses 

menemukan kebenaran yang ilmiah dan dapat dikatakan bahwa penelitian ini asli 

dan keasliannya secara akademis keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. 

Perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh pekerja yang diberhentikan dalam 

Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) memuat PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak 

melainkan harus melalui perundingan terlebih dahulu, kemudian apabila hasil 

perundingan tersebut tidak mengahasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat 
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memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan 

dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Demikian ketentuan 

Pasal 151 ayat (3) UU ketenagakerjaan. Pasal 151 UU Ketenagakerjaan mengatur 

perlindungan agar PHK tidak dilakukan secara sepihak dan dengan segala upaya 

harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Setiap bentuk PHK wajib 

dirundingkan oleh kedua belah pihak, dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka 

PHK baru bisa terjadi setelah memperoleh penetapan dari LPPH.  

Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada PT. Borneo Indo Tani telah 

sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan ketetapannya yang mana di tujukan 

untuk mencapai keadilan dalam bidang ketenagakerjaan sebagaimana telah di atur 

dalam Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan.  

 

 

  



 

ix 
 

Novia Ariyanti, Agustus 2023. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA 

YANG PHK SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ( STUDI KASUS PUTUSAN 

NO.10/PDT.SUS-PHI/2022/PN BJM ). Skripsi, Program Sarjana Program Studi 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 103 halaman, 

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Djumadi, SH., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : 

Dr. Saprudin, S.H., LL.M. 

ABSTRAK 

Seseorang yang dipecat, biasanya dikenal sebagai PHK, menandakan berakhirnya 

hubungan kerja antara seorang karyawan dan majikannya karena peristiwa tertentu. 

Hasil ini mengarah pada kesimpulan tentang tanggung jawab dan hak antara kedua 

pihak yang terlibat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian 

pemutusan hubungan kerja dalam gugatan yang melibatkan Pemohon dan PT. 

Borneo Indo Tani, mengikuti aturan hukum. Sebagai penyelidikan hukum normatif, 

penelitian ini menilai perbuatan hukum dengan memanfaatkan sumber daya hukum 

dan contoh-contoh normatif. Studi penelitian mengikuti pendekatan yuridis 

normatif, yang memandang hukum sebagai seperangkat norma. Penyelidikan ini 

mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap pekerja yang diberhentikan, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151 alinea pertama dan kedua, menekankan 

kewajiban pemutusan hubungan kerja untuk melibatkan negosiasi dan tidak 

dilakukan secara sepihak. Apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan 

kesepakatan, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja hanya 

setelah mendapat penetapan dari lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial, sebagaimana tercantum dalam alinea ketiga Pasal 

151 UU Ketenagakerjaan. 

 

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Penyelesaian Putusan Hubungan Kerja, 

 

  



 

x 
 

PRAKATA 

 

Alhamdulillaahirabbil'aalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan segala nikmat, hidayah, inayah, taufik, dan karunia-Nya, sehingga 

penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul " PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI PEKERJA YANG PHK SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN". 

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, 

beserta keluarga, sahabat, dan pengikut setia jejak beliau hingga akhir zaman. 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam 

menyelesaikan program sarjana hukum, Program Studi Hukum Fakultas Hukum  di 

Unviersitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi in tidak terlepas dari 

berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karenanya, penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas 

Hukum Unversitas Lambung Mangkurat Banjarmasin; 

2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum 

Unversitas Lambung Mangkurat; 

3. Bapak Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum dan  Bapak Dr. Saprudin, S.H., 

LL.M., selaku Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, 

dan pikiran; 

4. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H.,M.Hum, Bapak Rahmat Budiman, 

S.H., LL.M, Bapak Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum, Bapak Dr. 

Saprudin, S.H., LL.M., dan Ibu Syahrida, S.H., M.H., selaku dosen penguji 

yang telah memberikan bimbingan serta koreksi sehingga penulisan skripsi 

ini dapat menjadi lebih baik; 

5. Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik 

yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat selama perkuliahan; 

6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum yang telah membantu dan 

memberikan informasi yang bermanfaat selama perkuliahan dan 

penyusunan skripsi. 



 

xi 
 

7. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum yang telah membantu dan 

memberikan informasi yang bermanfaat selama penyusunan skipsi. 

8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan, motivasi dan 

do'a kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini 

9. Teman-teman mahasiswa Hukum dan adik tingkat yang telah memberi 

motivasi, saran kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

Penulis menerima kritik dan saran untuk dijadikan masukan dan 

pembelajaran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak terutama mahasiswa Program 

Studi Hukum Unversitas Lambung Mangkurat  

 

Banjarmasin,    Agustus 2023 

 

 

 

Novia Ariyanti 

NIM. 1610211620133 

 

 

 

 

 

  



 

xii 
 

DAFTAR ISI 
 

LEMBAR PERSETUJUAN.................................................................................... ii 

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................... iii 
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI ............................................... v 
MOTO .................................................................................................................... vi 
RINGKASAN ....................................................................................................... vii 
ABSTRAK ............................................................................................................. ix 

PRAKATA .............................................................................................................. x 
DAFTAR ISI ......................................................................................................... xii 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah ................................................................................. 5 
C. Keaslian Penelitian ............................................................................... 6 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .......................................................... 7 

1. Kegunaan Teoritis ......................................................................... 7 
2. Kegunaan Praktis ........................................................................... 7 

E. Metode Penelitian ................................................................................. 8 
1. Jenis Penelitian .............................................................................. 8 
2. Tipe Penelitian ............................................................................... 8 

3. Sifat Penelitian .............................................................................. 8 
4. Pendekatan Penelitian .................................................................... 9 

5. Jenis dan Sumber Data .................................................................. 9 

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum........................................... 10 

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ..................................... 10 
F. Sistematika Penulisan ......................................................................... 11 

BAB II PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PERDATA.............................. 13 
A. Posita ................................................................................................... 13 
B. Duduk Perkara .................................................................................... 17 

C. Pertimbangan Hukum ......................................................................... 24 
D. Amar Putusan ...................................................................................... 37 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 39 
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .................................. 39 

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja .......................................... 44 
1. Pengertian Perjanjian Kerja ......................................................... 44 
2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja ................................................... 44 

3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja ......................................... 48 
4. Jenis Perjanjian Kerja .................................................................. 49 
5. Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja ................................ 51 
6. Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja ............................................. 52 

C. Tinjauan Umum tentang Pemutusan Hubungan Kerja ....................... 54 
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja ...................................... 54 
2. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja ......................................... 58 
3. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) .......................... 62 

D. Tinjauan Umum tentang Hubungan Industrial ................................... 66 
1. Pengertian Hubungan Industrial .................................................. 66 



 

xiii 
 

2. Fungsi Hubungan Industrial ........................................................ 66 

3. Sarana hubungan industrial ......................................................... 67 
E. Tinjauan Umum tentang Perselisihan Hubungan Industrial ............... 68 

1. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial .............................. 68 
2. Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial .............................. 68 

BAB IV PEMBAHASAN ..................................................................................... 70 

A. Perlindungan Pekerja PT. Borneo Indo Tani yang Diberhentikan 

Sepihak Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku ................................. 70 
B. Putusan Hakim pada Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan 

Kerja Berdasarkan Peraturan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial Undang-Undang yang Berlaku ................................................... 85 
BAB V PENUTUP .............................................................................................. 100 

A. Simpulan ........................................................................................... 100 

B. Saran ................................................................................................. 101 
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 102 
 
 


